
 

BUPATI PATI 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 57 TAHUN 2012  

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT 

PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi beban pekerjaan Bupati Pati 

dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam 

penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, maka perlu 

mengatur pendelegasian wewenang bagi pejabat di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati 

tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani 

Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);     

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008  tentang  Perubahan Kedua  

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 32); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 



8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 27); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29) ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 30); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan 

Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 31); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 

WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT 

PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

PATI. 

 

 

 

 



Pasal 1 

(1) Kewenangan untuk menandatangani surat 

pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri 

Sipil Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a) ke 

atas didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Pati.  

(2) Apabila terjadi kekosongan jabatan atau pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka 

kewenangan untuk menandatangani Surat 

Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dilaksanakan oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten Pati. 

Pasal 2 

(1) Kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani 

surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai 

Negeri Sipil Pangkat/Golongan Ruang Juru (I/d) ke 

bawah didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Pati. 

(2) Apabila terjadi kekosongan jabatan atau pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka 

kewenangan menandatangani Surat Pemberitahuan 

Kenaikan Gaji Berkala dilaksanakan oleh Kepala Bidang 

Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati. 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Surat 

Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang telah diterbitkan 

sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap 

berlaku. 

Pasal 4 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini 

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur 

dengan Surat Edaran. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daaerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan  di Pati 

pada tanggal 15 Oktober 2012 

BUPATI PATI, 

       ttd 

 HARYANTO 

 

Diundangkan di Pati     

pada tanggal 15 Oktober 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

                            ttd  

                DESMON HASTIONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 546 

 


